PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 112 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBI NAAN PASAR TRADI S| ONAL
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRES|I DEN REPUBLI K | NDONESI A

Meni nbang:
a.

Mengi

B

bahwa dengan senmaki n ber kenbangnya usaha perdagangan eceran
dal am skala kecil dan nenengah, usaha perdagangan eceran
nodern dalam skala besar, nmaka pasar tradisional perlu
di ber dayakan agar dapat tunbuh dan berkenbang serasi, saling
mener | ukan, saling nenperkuat serta saling nmenguntungkan;
bahwa untuk nenbina pengenbangan industri dan perdagangan
barang dal am negeri serta kel ancaran distribusi barang, perlu
menberi kan pedoman bagi penyel enggaraan pasar tradisional,
pusat perbelanjaan dan toko nodern, serta nornma-norna
keadil an, saling nenguntungkan dan tanpa tekanan dalam
hubungan antara penmasok barang dengan toko nodern serta
pengenbangan kem traan dengan usaha kecil, sehingga tercipta
tertib persaingan dan Kkeseinbangan kepentingan produsen,
pemasok, toko nodern dan konsunen

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud dal am
huruf a dan huruf b, perlu nenetapkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia tentang Penataan dan Penbinaan Pasar
Tradi si onal, Pusat Perbel anjaan dan Toko Modern;

ngat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek,
St aat bl ads 1847 Nonor 23);

Bedrijfsregl enmenterings Ordonanti e (BRO Tahun 1934
(St aat sbl ad 1938 Nonor 86);

Undang- Undang Nonor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Per muki man (Lenbaran Negara Republik I|ndonesia Tahun 1992
Nonor 23, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
3469) ;

Undang- Undang Nonor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi an
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nonor 116,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 3502);
Undang- Undang Nonmor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Keci
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nonor 74,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 3611);
Undang- Undang Nonmor 23 Tahun 1997 tentang Pengel ol aan
Li ngkungan Hi dup (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nonor 68, Tanbahan Lenbaran Negara Republik 1ndonesia
Nonor 3699);

Undang- Undang Nonmor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopol i dan Persai ngan Usaha Tidak Sehat (Lenbaran Negara
Republ i k Indonesia Tahun 1999 Nonor 33, Tanbahan Lenbaran



Negara Republ ik I ndonesia Nonor 3817);

9. Undang- Undang Nonmor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsunen (Lenbaran Negara Republik |Indonesia Tahun 1999 Nonor
42, Tanmbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesi a Nonor 3821);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nonmor 134,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4247);

11. Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daerah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonmor 125,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 4437);

12. Undang- Undang Nonmor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 132, Tanbahan
Lenbar an Negara Republik | ndonesia Nonor 4444);

13. Undang-Undang Nonmor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nonor 68,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 4725);

14. Peraturan Penerintah Nonmor 44 Tahun 1997 tentang Kem traan
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nonor 91,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 3718);

15. Peraturan Penerintah Nonor 32 Tahun 1998 tentang Penbi naan
dan Pengenbangan Usaha Kecil (Lenbaran Negara Republik
| ndonesia Tahun 1998 Nonor 46, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 3743);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nonmor 38 Tahun 2007
tentang Penbagian Wusan Penerintahan antara Penerintabh,
Peneri nt ah Daer ah Pr opi nsi dan Peneri nt ah Daer ah
Kabupat en/ Kot a (Lenbaran Negara Republi k I ndonesia Tahun 2007
Nonor 82, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
4737) ;

VEMUTUSKAN:
Menet apkan :

PERATURAN  PRESI DEN  TENTANG PENATAAN DAN  PEMBI NAAN  PASAR
TRADI SI ONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dal am Peraturan Presiden ini yang di naksud dengan :

1. Pasar adalah area tenpat jual beli barang dengan juni ah
penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat
per bel anj aan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa,
pusat perdagangan maupun sebutan | ai nnya;

2. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola

ol eh Pernerintah, Penerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha M ik
Negara dan Badan Usaha M I|ik Daerah termasuk kerjasanma dengan
swast a dengan tenpat usaha berupa toko, kios, |os dan tenda
yang dimliki/dikelola ol en pedagang kecil, nenengah, swadaya
masyar akat atau koperasi dengan usaha skala kecil, nodal
kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan nel al ui
t awar nenawar;



10.

11.

12.

13.

Pusat Perbel anjaan adal ah suatu area tertentu yang terdiri
dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara
vertikal dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan
secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau di sewakan
kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk nelakukan
kegi at an per dagangan bar ang;

Toko adal ah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang
di gunakan untuk nenjual barang dan terdiri dari hanya satu
penj ual ;

Toko Mbdern adalah toko dengan sistem pelayanan nmandiri,
menj ual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk
M ni mar ket , Super mar ket , Depar t ment St ore, Hyper mar ket
at aupun grosir yang berbentuk Perkul akan;

Pengelola Jaringan M nimarket adalah pelaku usaha yang
nmel akukan kegi atan usaha di bidang M nimarket nelalui satu
kesatuan manajenmen dan sistem pendistribusian barang ke
out | et yang nerupakan jari ngannya;

Pemasok adal ah pelaku wusaha yang secara teratur nenasok
barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kenbal
mel al ui kerj asama usaha,;

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonom rakyat yang berskala
keci| sebagai mana di naksud dal am Undang- Undang Nonmor 9 Tahun
1995 tentang Usaha Keci |

Kem traan adal ah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan
Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan penbi naan dan
pengenbangan ol eh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan
menper hati kan prinsip saling nenerlukan, saling nenperkuat
dan saling nmenguntungkan, sebagai mana  di naksud dal am
Per at uran Penerintah Nonor 44 Tahun 1997 tentang Kem traan;
Syarat Perdagangan (trading terns) adal ah syarat-syarat dal am
perjanjian kerjasama antara Permasok dan Toko Moder n/ Pengel ol a
Jaringan M ni mar ket yang ber hubungan dengan penmasokan produk-
pr oduk yang di per dagangkan dal am Toko Modern  yang
ber sangkut an;

| zin Usaha Pengel ol aan Pasar Tradisional, |zin Usaha Pusat
Per bel anjaan dan 1zin Usaha Toko Mdern adalah izin untuk
dapat nel aksanakan usaha pengel ol aan Pasar Tradi si onal, Pusat
Per bel anj aan dan Toko Mbdern yang diterbitkan ol eh Penerintah
daer ah setenpat;

Per at uran Zonasi adal ah ket ent uan- ket entuan Peneri ntah Daer ah
setenpat yang nengatur penmanfaatan ruang dan unsur-unsur
pengendal i an yang di susun untuk setiap zona peruntukan sesua
dengan rencana rinci tata ruang;

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang
per dagangan.

BAB | |

PENATAAN PASAR TRADI SI ONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagi an Pert ama
Penat aan Pasar Tradi si onal

Pasal 2



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib nmengacu pada Rencana
Tata Ruang W/ ayah Kabupaten/ Kota, dan Rencana Detail Tata
Ruang Kabupat en/ Kot a, ternmasuk Peraturan Zonasi nya.

Pendi rian Pasar Tradisional wajib nmenmenuhi ketentuan sebaga
beri kut

a. Menper hi tungkan kondi si sosial ekonom nmasyarakat dan
keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Mddern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang
ada di w |l ayah yang bersangkut an;

b. Menyedi akan ar eal par ki r paling sedikit sel uas

kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda enpat
untuk setiap 100 nR (seratus neter per segi) |luas
| antai penjual an Pasar Tradi sional; dan
C. Menyedi akan fasilitas yang nenjam n Pasar Tradisional
yang bersih, sehat (hygienis), anman, tertib dan ruang
publi k yang nyaman
Penyedi aan areal parkir sebagai mana di naksud pada ayat (2)
huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara
pengel ol a Pasar Tradi sional dengan pi hak |ain.

Bagi an Kedua
Penat aan Pusat Perbel anjaan dan Toko Modern

Pasal 3

Lokasi pendirian Pusat Perbel anjaan dan Toko Mdern wajib

mengacu pada Rencana Tata Ruang W/ ayah Kabupaten/Kota, dan

Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan

Zonasi nya.

Batasan luas |antai penjualan Toko Mdern adalah sebagai

beri kut

a. M ni market, kurang dari 400 nR (enpat ratus neter per
segi ) ;

b. Super mar ket, 400 nR2 (enpat ratus neter per segi) sanpa
dengan 5.000 n2 (lima ribu nmeter per segi);

C. Hypermarket, diatas 5.000 n2 (lima ribu neter per
segi ) ;

d. Departnent Store, diatas 400 nR2 (enpat ratus neter per
segi);

e. Perkulakan diatas 5.000 n2 (lima ribu meterper segi).

Slsten1penjualan dan jeni s barang dagangan Toko Mbdern adal ah

sebagai beri kut :

a. M ni mar ket, Supernmarket dan Hypermarket nenjual secara
eceran barang konsunmsi terutama produk rmakanan dan
produk rumah tangga | ai nnya;

b. Departnent Store nenjual secara eceran barang konsunsi
utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan
penataan barang berdasarkan jenis kelamn dan/atau
ti ngkat usia konsunen; dan

C. Per kul akan nenjual secara grosir barang konsunsi .

Pasal 4



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pendi ri an Pusat Perbel anjaan dan Toko Mbdern waji b:

a. Menper hi tungkan  kondi si sosi al ekonomi masyar akat ,
keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha
Menengah yang ada di w | ayah yang ber sangkut an;

b. Menper hati kan jarak antara Hypermarket dengan Pasar
Tradi si onal yang tel ah ada sebel umya,;

C. Menyedi akan ar eal par ki r pal i ng sedi kit sel uas

kebutuhan parkir 1 (satu) wunit kendaraan roda enpat
untuk setiap 60 n2 (enam puluh neter per segi) |uas
| ant ai penjual an Pusat Perbel anjaan dan/atau Toko
Moder n; dan

d. Menyedi akan fasilitas yang mnenjam n Pusat Perbel anjaan
dan Toko Mddern yang bersih, sehat (hygienis), anan,
tertib dan ruang publik yang nyaman.

Penyedi aan areal parkir sebagai mana di naksud pada ayat (1)

huruf ¢ dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara

pengel ol a Pusat Perbel anjaan dan/atau Toko Modern dengan

pi hak | ai n.

Pedoman nengenai ket ent uan sebagai nana di mnaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b diatur [ebih |anjut oleh Menteri.

Pasal 5

Per kul akan hanya bol eh berl okasi pada atau pada akses sistem
jaringan jalan arteri atau Kkolektor primer atau arteri
sekunder .

Hyper mar ket dan Pusat Perbel anj aan :

a. Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem
jaringan jalan arteri atau kol ektor; dan
b. Ti dak bol eh berada pada kawasan pel ayanan |okal atau

I i ngkungan di dal am kot a/ per kot aan.
Super mar ket dan Departnent Store:

a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan
I i ngkungan; dan
b. Ti dak bol eh berada pada kawasan pel ayanan |ingkungan d

dal am kot a/ per kot aan
M ni mar ket bol eh ber| okasi pada setiap sistemjaringan jalan,
termasuk sistem jaringan jalan |ingkungan pada kawasan
pel ayanan |ingkungan (perumahan) di dal am kot a/ per kot aan.
Pasar Tradi si onal bol eh berl okasi pada setiap sistemjaringan
jalan, termasuk sistem jaringan jalan I|okal atau jalan
I i ngkungan pada kawasan pel ayanan bagi an kot a/ kabupaten atau
| okal atau |ingkungan (perunmahan) di dal am kot a/ kabupat en
Jalan arteri adalah nerupakan jalan unum yang berfungsi
nmel ayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh
kecepatan rata-rata tinggi, dan jum ah jalan nasuk dibatasi
secara berdaya guna.
Jal an kol ekt or adal ah nerupakan jalan urmum yang berfungsi
mel ayani angkutan pengunpul atau penbagi dengan ciri
perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan
jum ah jal an masuk di bat asi .
Jalan | okal adalah nerupakan jalan unum yang berfungsi
nmel ayani angkutan setenpat dengan ciri perjalanan |arak
dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jum ah jalan nasuk



